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penerbitan NIB. Kegiatan ini dilakukan selama 40 hari di mulai dari

Kata Kunci: observasis lapangan sebagai analisis kebutuhan, sosialisasi,
Kendala pelatihan, dan pendampingan pembeuatan NIP. Selama kegiatan
Fogitimasi Usaha tersebut diperoleh 15 UMKM yang berhasil mendapatkan NIB.
One Single Submission Kendala yang ditemui selama pendampingan adalah NIK yang tidak
UMKM terdaftar secara online di Dinas Catatan Sipil serta belum memiliki

NPWP. Sebagian besar pelaku uasaha yang belum memiliki NPWP
enggan untuk mendaftarkan usahanya karena takut wajib pajak
dengan hasil usaha yang masih rendah serta tidak tahu cara
melaporkan SPT. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan
sosialisasi lanjutan dalam mengedukasi masyarakat tentang NPWP.

PENDAHULUAN

Nomor Izin Berusaha (NIB) adalah nomor registrasi yang dikelurakan oleh Kementerian
Investasi dan BKPM untuk memberikan izin usaha secara syah dalam bentuk dokumen resmi
kepada UMKM atau usaha tertentu (Aziz, 2023). Kepemilikan NIB pada pelaku usaha
memberikan adanya jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap segala bentuk usaha legal
yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut (Kisworo et al., 2023). Dengan adanya NIB setiap
usaha memiliki identitas yang terdaftar secara resmi di negara.

Peraturan NIB di Indonesia dikeluarkan sejak 26 September 2017 sebagai upaya
percepatan pelaksanaan berusaha berdasarkan Peraturan Presiden No 91 tahun 2017 (Hartono,
Ardiana, Listyono, Purwaningrum, & Cahyono, 2020). Selanjutnya, pada Mei 2018 NIB mulai
resmi diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan
Peirizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Masturi, Kamran, Nugraha, & Adabi,
2024). Bulan September 2018 NIB sudah mulai disosialisasikan kepada masyarakat.
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Pemberlakukan NIB adalah sebagai pengganti beberapa dokumen usaha seperti SIUP, SII, TDP,
izin UMKM, serta izin usaha dari Kementerian atau usaha terkait lainnya (Saputra et al., 2023).

Pendaftaran NIB yang dapat diakses secara online dan gratis melalui One Single
Submission (OSS) yang disediakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk
memberikan kesempatan kepada setiap pelaku usaha mendapatkan perizinan usaha secara resmi
oleh lembaga pemerintahan dengan mudah dan cepat (Asnaini et al., 2022; Yeni & Yanti, 2021,
Junaidi et al., 2022). Setiap pelaku usaha yang terdaftar secara resmi memiliki NIB sebagai
nomor identitas usaha dan berhak mendapatkan pengawasan usaha dari pemerintah. NIB
memeliki komponen yang terdiri dari 13 digit angka unik sebagai nomor identitas usaha, berisi
informasi seperti nama, alamat, dan jenis usaha, serta status izin usaha (Rizky, Sya’diah, Azizah,
Amalia, & Thsanudin, 2024).

Legitimasi usaha memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha, seperti kepastian
perlindungan hukum yang terjamin dari negara, kemudahan dalam pengembangan usaha,
kesempatan serta pengalaman yang lebih luas dalam pemasaran baik tingkat lokal, nasional
bahkan sampai tingkat ekspor ke luar negeri (Marta, Fitria, Hadiyanto, & Zikri, 2020,
Jatiningrum et. al, 2023). Kebijakan pemberlakuan NIB adalah untuk memudahkan administrasi
dan memangkas alur birokrasi yang panjang serta lama, meningkatkan kepatuhan para pelaku
usaha, serta memudahkan bagi pelaku usaha dalam mengakses layanan dan dukungan
pemerintah (Nugroho, 2024a).

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang
berpotensi dalam penegembangan usaha karena sebagian besar masyarakatnya adalah pelaku
UMKM. Banyak jenis kegiatan UMKM yang dijalankan oleh warga Pringsewu. Dari 28 Pekon
yang tercatat pada atahun 2022 ada sekitar 5305 UMKM atau rata-rata 189, 46 UMKM setiap
pekon. Dari sekian banyak UMKM yang dijalankan sebagian besar belum memeliki Nomor
Izin Berusaha. Salah satu pekon yang termasuk di dalamnya adalah Pekon Bulukarto dengan
jumlah UMKM 206 atau diatas rata-rata jumlah UMKM tiap pekon. Berdasarkan hasil
Observasi bahwa hampir semua pelaku UMKM di Pekon Bulukarto belum memiliki NIB. Oleh
karena itu perlu dilakukan sosialsisi dan pendampingan dalam kepengurusan NIB bagi para
pelaku UMKM tersebut serta perlunya mengetahui kendala yang dialami warga terkait
pendaftran NIB. Dengan demikian setiap pelaku UMKM di Pringsewu diharapkan dapat
memiliki izin secara syah atas usahanya yang diacatat oleh negara.

METODE PENELITIAN
Pengabdian ini dilakukan dengan beberapa metode mulai dari kegiatan sosialisasi,
pelatihan, serta pendampingan dalam penerbitan NIB bagi pelaku UMKM di Pekon Bulukarto,
Pringsewu selama 40 hari oleh tim pengabdian masyarakat. Kegiatan sosialisai ditujukan untuk
memberikan pemahaman kepada masyarakat pelaku UMKM tentang NIB, cara memperoleh
serta manfaat kepemilikan NIB bagi pelaku usaha. Kegiatan Pelatihan dilakukan untuk
memberikan edukasi kepada masyarakat cara mengakses OSS dalam menerbitkan NIB melalui
demonstrasi dan mengetahui persyaratan yang dibutuhkan. Selanjutnya kegiatan pendampingan
adalah pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan bantuan menerbitkan NIB bagi
masyarakat yang belum bisa mendaftrakan NIB secara mandiri.
Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan beberapa tahapan,
yang terdiri dari:
1. Tahap persiapan yang dimulai dari observasi sebagai analisis kebutuhan terhadap
masyarakat Pekon Bulukarto terutama pelaku UMKM, koordinasi dengan kepala desa
setempat, selanjutnya penentuan jadwal beserta lokasi kegiatan.
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2. Tahap pelaksanaan dilakukan selama 40 hari mulai dari kegiatan sosialisasi dan pelatihan,
serta pendampingan penerbitan NIB pagi pelaku UMKM di Pekon Bulukarto. Kegiatan
Sosialisasi dan pelatihan diberikan dalam waktu satu hari dan sisanya adalah pendampingan
penerbitan NIB. Selama tahap ini tim pengabdian masyarakat juga menghimpun informasi
terkait kendala yang dihadapi dalam penerbitan NIB.

3. Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai pelaksaaan kegiatan dan solulusi yang bisa
dilakukan sebagai rencana ke kedepan terhadap kendala yang dialami dalam penerbitan
NIB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pelaku UMKM dan
pendampingan dalam penerbitan NIB agar seluruh pelaku UMKM memiliki NIB sihingga bisa
mendapatkan hak-haknya sebagai pelaku usaha. Sebagai salah satunya contohnya adalah hak
mendapatkan bantuan dari pemerintah pada pandemi covid. Pada saat pandemi covid-19 banyak
warga yang berbondong-bondong mendatangai kantor kelurahan untuk memperoleh izin usaha
padahal penerbitan surat izin usaha bisa dilakukan seacara mandiri dan online.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Pekon Bulukarto memiliki sekitar 206
UMKM. Diantaranya terdiri dari kegiatan produksi makanan, kuliner, pengrajin batu bata dan
genteng, percetakan, onlineshop, teko kelontong, pedagang daging dan ikan, bengkel, pertanian,
dan lainnya. Namun berdasarkan hasil penelususran hampir semua UMKM tersebut belum
memiliki NIB. UMKM tersebut baru memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan
setempat, artinya belum tercatat oleh lembaga OSS. Dalam pengurusan izin usaha warga juga
harus mengantri di kantor kelurahan sehingga membutuhkan waktu yang tidak singkat.
Berdasarkan hasil temuan sebagian besar warga belum mengetahui tentang NIB dan cara
registrasi untuk mendapatkanya. Oleh karena itu, perlu diadakan edukasi tentang NIB bagi
pelaku UMKM dan cara mendapatkan NIB.

Table 1. Data UMKM Pekon Bulukarto

No.  Jenis Usaha Jumlah
1 Pengolahan dan pembudidayaan 27

2 Perdagangan (barang dan jasa) 179
Total 206

Source: Dinas Koperasi dan UMKM, 2022

Kegiatan pertama yang dilakukan adalah memberikan edukasi berupa sosialisasi NIB serta
manfaat yang bisa diperoleh dari pelaku UMKM yang terdaftar secara resmi. Pentingnya NIB
sebagai legalitas usaha yang tercatat dalam pemerintah memberikan kesempatan pada pelaku
usaha untuk menerima pelatihan serta pembinaan dalam pengembangan UMKM, selain itu
kepemilikan NIB bagi pelaku usaha juga memberikan peluang untuk mendapatkan pinjaman
modal dari bank dan bantuan pemerintah (Nugroho, 2024b). Terutama untuk pelaku UMKM di
produksi pengolahan makanan bisa berkesempatan untuk mendapatkan sertifikat halal dari
pemerintah karena salah satu syarat pendaftaran sertifikat halal adalah bahwa usaha tersebut
sudah terdaftars ecara resmi yang dibuktikan dengan NIB (Yoesyifa et al., 2024).

Setelah masyarakat mendapatkan materi tentang NIB, mengetahui manfaat yang diperoleh
dan pentingnya NIB maka dilanjutkan demontrasi cara pendaftaran NIB secara online dari
langkah demi langkah. Masyarakat diberikan penjelasan bahwa dalam melakukan registrasi
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untuk memperoleh NIB dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya, karena lembaga OSS
merupakan salah satu layanan pemerintah yang dapat diakses secara gratis untuk mendapatkan
NIB. Masyarakat hanya membutuhkan perangkat komputer, jaringan internet yang stabil, serta
kelengkapan dokumen-dokumen yang perlu diunggah dalam OSS tersebut. Adapun dokumen
yang diperukan untuk mendaftar NIB pada OSS adalah KTP, NPWP, e-mail aktif, dan nomor
hanphone aktif (Putri, Safitri, Yunianto, & Qurratu’aini, 2024).

Sumber: penulis
Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Penerbitan NIB

Pendampingan pembautan NIB selain dilakukan di posko yang sudah disediakan, tim
pengabdian masyarakat juga melakukannya secara door to door. Tim pengabdian masyarakat
juga menerima pendaftaran NIB bagi warga yang berasal dari luar Pekon Bulukarto. Selama
pendampingan pembuatan NIB ditemukan beberapa kendala seperti NIK tidak terdafatar secara
online di Dinas Catatan Sipil sehingga perlu mengurus NIK terlebih dahulu. Selain masalah pada
NIK kendala lainnya adalah NPWP, yaitu belum semua pelaku uasaha memiliki NPWP.
Masalah lainnya yang muncul adalah tidak semua pelaku UMKM bersedia untuk mendaftar
NPWP. Setelah dilakukan pendampingan penerbitan NIB ada 15 UMKM yang berhasil di
daftarkan baik dari Pekon Bulukarto atapun luar pekon. Jumlah ini masih jauh dari jumlah
UMKM vyang ada. Ada berbagai alasan masyarakat tidak mendaftarkan UMKM beberapa
diantaranya belum tertarik dan sebagian besarnya lagi adalah keterkaitan dalam kepemilikan
NPWP. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki NPWP sebagai dokumen dalam
pendafatran NIB. Namun setelah diberi penawaran untuk dapat dibantu mengurus NPWB warga
justru takut jika diwajibkan membayar pajak. Padahal saat sosialsasi sudah dijelaskan bahwa
besaran pajak UMKM tergantung dari hasil omzet pertahunnya. Selain belum tahu cara
menghitung pajak, masyarakat juga masih gagap teknologi untuk membuat SPT secara online.
Membuat SPT adalah pekerjaan rumit untuk dilakukan. Dengan demikian masyarakat enggan
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untuk mendaftar NPWP sebagai syarat menerbitkan NIB. Padahal dengan adanya NPWP justru
meringankan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh UMKM. Besaran pajak yang ditanggung
bagi pelaku UMKM yang memeiliki NPWP adalah 0,5% dari peredaran bruto pertahunnya
berdasarkan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 (Hanafi, Firman, & Maulidha, 2022;
Ningsih & Saragih, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat dapat disimpulkan dengan adanya
sosialisasi tentang NIB masyarakat memahami manfaat dan pentingnya NIB bagi pelaku usaha.
Dari hasil pendampingan yang dilakukan selama 40 hari terdapat 15 UMKM yang berhasil
didaftarkan. Adapun kendala yang dialamai selama pendampingan penerbitan NIB adalah NIK
yang tidak terdaftar secara online di Dinas Catatan Sipil dan ketidakmilikan NPWP. Warga yang
enggan mendaftar NPWP untuk untuk penerbitan NIB dikarenakan takut ditagih pajak karena
merasa hasil usahanya belum seberapa. Maka perlu dilakukan sosialisai lanjutan tentang NPWP,
cara menghitung pajak, dan membuat SPT agar tidak salah menafsirkan.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil temuan selama kegiatan pendampingan maka diperlukan kegiatan
lanjutan tentang sosialisai NPWP baik cara mendaftar dan membuat laporan SPT. Memberikan
edukasi terhadap masyarakat tentang NPWP akan memberikan kesadaran terhadap masyarakat
sebagai warga yang taat untuk membayar pajak.
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